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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/PMK.02/2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF

ATAS PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
64E ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif atas
Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3616) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103);

8. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 313);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF ATAS
PENCAPAIAN KINERJA DI BIDANG CUKAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Insentif di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan alokasi anggaran yang diberikan sebagai penghargaan atas
pencapaian Kinerja di Bidang Cukai yang ditetapkan melalui Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai adalah terlampauinya target
penerimaan cukai melalui upaya secara langsung maupun tidak
langsung.

3. Target Penerimaan Cukai adalah target pungutan cukai yang harus
dicapai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam kurun waktu 1
(satu) tahun anggaran.

4. Pagu insentif adalah batas tertinggi tambahan alokasi anggaran untuk
pemberian insentif di bidang cukai.

5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

7. Kantor adalah Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan
Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Pangkalan
Sarana Operasi, serta Balai Pengujian dan identifikasi Barang, pada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2

(1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan Insentif atas dasar
Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
asas kewajaran yang disesuaikan dengan bentuk upaya yang
dilakukan dalam Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun
anggaran dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahun
2014 dan seterusnya.

Pasal 3

Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), diukur berdasarkan data realisasi Penerimaan Cukai yang sudah
diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran berkenaan.

BAB II

PAGU DAN PEMANFAATAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Pagu insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling
tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari selisih antara
realisasi penerimaan cukai dengan target penerimaan cukai, dan telah
mendapatkan persetujuan Menteri.
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